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ABSTRAK 
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)  
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DI MAKASSAR 
 
ANALYSIS OF TAX PLANNING TO MINIMIZE INCOME TAX EXPENSE AT 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) IN MAKASSAR 
 
Utami Rizki Umar 
Haerial 
Mushar Mustafa 
 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV untuk 
meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan menganalisis 
dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, 
kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan 
dan hasil perhitungan pajak yang optimal menurut Undang-Undang PPh 1984. 
Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Perusahaan dan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Tahun 2013. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan telah 
sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dengan 
dilakukannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak 
penghasilan sebesar Rp 325,143,711.  
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Penghematan Pajak 
 
 
This study was aimed to determine how the tax planning conducted by PT 
Pelabuhan Indonesia IV to minimize the burden of corporate income tax. This 
study uses a comparative descriptive analysis is by analyzing and processing the 
data of financial statements and fiscal reports, and then do a comparison of the 
calculation results of the company and the results of calculation of the optimal tax 
according to the Income Tax Act 1984. The data used is the Company's Financial 
Statements and Annual Tax Agency Company of the Year 2013. The results 
showed that tax planning has been implemented by the company according to 
the tax laws applicable and by doing tax planning then there is savings income 
tax expense of Rp 325,143,711. 
 
Keywords: Tax Planning, Income Tax, Tax Savings 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 
tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan 
pembangunan. 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara atau 
bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 
berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Untuk itu dibutuhkan 
peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran untuk membayar pajak. 
Peranan pajak semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari 
kontribusinya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) yang diajukan pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Pajak merupakan sumber penerimaan atau penghasilan utama bagi Negara 
yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang 
akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang atau perusahaan. 
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Setiap perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur 
yang memenuhi kriteria wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas 
dari kewajiban untuk membayar pajak.  
Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sistem 
pemungutan pajak yang dianut adalah self assessment yaitu masyarakat 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan berlakunya sistem self 
assessment ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib 
Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil 
mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 
ekonomis Wajib Pajak. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari 
penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib 
Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal 
maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, 
baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). 
Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran 
pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban 
tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan 
terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai 
beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi 
laba kepada pemerintah. 
Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (loopholes) 
yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh 
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perusahaan optimal dan minimum, dalam arti perusahaan tidak harus membayar 
pajak yang semestinya dibayar, melainkan perusahaan membayar pajak dengan 
jumlah yang „paling sedikit‟ namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak 
menyalahi ketentuan yang berlaku. 
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat 
dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas 
manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat 
diketahui secara pasti setelah ada putusan dari pengadilan. Secara umum 
manajemen pajak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 
meminimalisasi beban pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi 
dua yaitu, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi 
untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak 
dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : tax 
planning atau perencanaan pajak, tax implementation atau pelaksanaan pajak 
dan tax control atau pengendalian pajak. 
Perencaan pajak (tax planning) menekankan pada pengendalian setiap 
transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk 
mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat 
berupa penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) 
ataupun penyelundupan pajak (tax evasion). 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam penelitian ini 
disebut dengan Undang-Undang PPh 1984, dijelaskan mengenai jenis-jenis 
penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final dalam pasal 4 ayat (2), pasal 
4 ayat (3) mengenai jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, 
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dan pasal 6 ayat (1) mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan (deductible 
expense), serta pasal 9 ayat (1) mengenai biaya-biaya yang tidak dapat 
dikurangkan. 
Penerapan tax planning dalam suatu perusahaaan dapat dilakukan 
dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan 
penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan 
biaya-biaya yang merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan 
dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan 
karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang 
dalam jumlah yang lebih kecil. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah 
mengenai perencanaan pajak dengan judul : “Analisis Perencanaan Pajak (Tax 
Planning) untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) di Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu : 
1. Bagaimana perencanaan pajak (tax planning) yang diterapkan PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk meminimalkan beban pajak 
penghasilan perusahaan? 
2. Bagaimana pengaruh adanya perencanaan pajak (tax planning) terhadap 
beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero)? 
3. Apakah masih ada opsi fiskal lain yang dapat meminimalkan beban pajak 
penghasilan yang ditanggung oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero)? 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan permasalahan digunakan agar penelitian yang efektif dapat 
tercapai. Adapun batasan permasalahan yang digunakan antara lain : 
1. Penelitian dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di 
Makassar. 
2. Tax planning dalam penelitian ini hanya meliputi tax planning atas pajak 
penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan 
badan yang terutang. 
3. Data utama diperoleh berdasarkan data sekunder, yaitu laporan 
keuangan PT. Pelabuhan Indonesia IV di Makassar, serta data 
pendukung berupa dokumentasi serta wawancara terstruktur. 
4. Penelitian ini menggunakan data tahun 2013, dengan Undang-Undang 
PPh 1984. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Mengetahui perencanaan pajak (tax planning) yang digunakan PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk meminimalkan beban pajak 
penghasilan perusahaan. 
2. Mengetahui bagaimana pengaruh adanya perencanaan pajak (tax 
planning) terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero). 
3. Mengetahui apakah masih ada opsi fiskal lain yang dapat meminimalkan 
beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero). 
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1.5 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian di diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai perencanaan pajak (tax planning) pada perusahaan.  
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 
perencanaan pajak (tax planning) yang baik dan benar sesuai dengan 
legalitas Undang-Undang Perpajakan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini disajikan latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 
sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang kajian teori yang 
diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk 
membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi penjelasan mengenai 
rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, 
jenis dan sumber data, dan metode analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN, Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, 
struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan. 
BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan kesimpulkan penelitian, saran 
untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pajak 
Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan pajak sebagai 
berikut : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak menurut Smeets adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 
melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
Mohammad Zain (2007:2) dalam bukunya Manajemen Perpajakan 
menyebutkan :  
“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib 
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.” 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada 
pengertian pajak, yaitu : 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
b. Sifatnya dapat dipaksakan. 
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
secara individu oleh Pemerintah. 
d. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah). 
e. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila 
pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk biaya “public 
investment”. 
 
2.1.1 Fungsi Pajak 
 Mardiasmo (2013:1) dalam bukunya Perpajakan, menyebutkan ada dua 
fungsi pajak, yaitu : 
a. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi mengatur (regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, tarif pajak untuk 
ekspor sebesar 0% (nol persen), untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
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2.1.2 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan 
Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban 
(expense), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun 
distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan 
mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi 
laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of returnon 
investment). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang 
tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam 
praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai 
beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 
mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian 
pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak 
akanmenurunkan laba setelah pajak (after taxprofit), menurunkan tingkat 
pengembalian (rate of return), dan menurunkan arus kas (cash flows) sehingga 
daya saing menjadi turun. 
 
2.1.3 Jenis-jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dapat dibagi menurut golongan, sifat, 
dan lembaga pemungutannya. 
a. Menurut golongannya 
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
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2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Menurut sifatnya 
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutannya 
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 
terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 
 
2.2  Pajak Penghasilan 
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 
Menurut Resmi (2009:88) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 
Dalam Undang-Undang PPh 1984 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa 
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 
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2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 
Dalam Undang-Undang PPh 1984 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwayang 
menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, termasuk : 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 
dan bahan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya. 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengmbilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun. 
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
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pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 
permodalan dalam perusahaan pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi. 
8. Royalty atau imbalan atau penggunaan hak. 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
14. Premi asuransi 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
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17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
19. Surplus Bank Indonesia. 
Penghasilan diatas, dapat dikelompokkan menjadi : 
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, 
akuntan, pengacara, dan sebagainya. 
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, 
dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, 
dan sebagainya. 
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan 
ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti : 
a. Keuntungan karena pembebasan utang. 
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
d. Hadiah undian. 
Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah 
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya 
penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 
 
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 
DalamPasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh 1984dijelaskan bahwa yang 
menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut : 
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1. Subjek Pajak Orang Pribadi 
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada 
di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 
2. Subjek Pajak Warisan 
Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek 
Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti 
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari 
warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 
3. Subjek Pajak Badan 
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk 
reksadana. 
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa : 
a. Tempat kedudukan manajemen 
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b. Cabang perusahaan 
c. Kantor perwakilan 
d. Gedung kantor 
e. Pabrik 
f. Bengkel 
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja 
pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan 
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 
i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 
j. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang 
lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 
(dua belas) bulan 
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 
tidak bebas 
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuaransi yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia 
Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi : 
1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari : 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi 
yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia. 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
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c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 
yang berhak. 
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari : 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 
tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalu bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 
b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 
tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalu bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 
 
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak 
Mardiasmo (2013:163), untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu 
harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan 
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah 
Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah 
penghasilan bruto. 
Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat 
dilakukan dengan dua acara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan 
norma perhitungan penghasilan netto. 
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1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan 
Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama 
dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang 
diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Secara singkat dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
                      (       )                   
2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan perhitungan 
penghasilan netto 
    (       )                                      
 
2.2.5 Pajak Penghasilan Final 
Berdasarkan Undang-Undang PPh1984 pasal 4 ayat (2), penghasilan 
yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu : 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi 
2. Penghasilan berupa hadiah undian 
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 
tanah dan/atau bangunan 
5. Penghasilan tertentu lainnya. 
 
18 
 
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan 
Berdasarkan Undang-UndangPPh1984 pasal 17 ayat (1), besarnya tarif 
pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib 
Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 
adalah sebagai berikut : 
1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
Table 2.1 Tarif Pajak atas PKP bagi Wajib Pajak Dalam Negeri 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 
250.000.000,00 
15% 
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 
500.000.000,00 
25% 
Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
 
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 
Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
(BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut 
menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. 
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 
yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi 
persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku. 
 Dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang PPh, diatur bahwa Wajib 
Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 
pengurangan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 
 
2.2.7 Penghasilan Kena Pajak 
Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib 
Pajak (laporan laba rugi/Profit and loss statement). Penghasilan Kena Pajak 
dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari 
laporan laba rugi wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah 
koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
 
2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Madriasmo (2013:169) menjelaskan bahwa Pengenaan Pajak 
Penghasilan di bebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib 
Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam 
negeri, maka penghasilan nettonya dikurangi terlebih dahulu dengan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut : 
1. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri 
Wajib Pajak Orang Pribadi. 
2. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 
Wajib Pajak yang kawin. 
3. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan 
untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan 
suami. 
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4. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 
setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 
keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga. 
 
2.2.9 Perhitungan Pajak Terutang 
Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara 
Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan 
dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan 
KenaPajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar 
pembukuan.Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya di 
bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 
diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan 
pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara 
berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya 
selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia 
untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wajib 
Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia. 
Pejabat diplomatik dan Pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang 
karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib Pajak 
dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritorialitas”, mereka dianggap 
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak 
penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. 
Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang bertempat tinggal 
di Indonesia, bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan “asas 
eksteritorilitas” tersebut. 
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Soemitro (1986:93), mendefinisikan 
“WajibPajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh 
atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia 
atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik 
Indonesia”. 
 
Wajib Pajak luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang 
diterima atau diperoleh atau berasal dari (sumber-sumber yang ada di) wilayah 
Republik Indonesia. 
 
2.3 Manajemen Pajak 
Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin 
untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan dalam 
Suandy, 2008:6). Tujuan manajemen pajak bukan untuk menghindari pajak tetapi 
untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari seharusnya. Tujuan 
manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar 
b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya 
Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen 
pajak yang terdiri atas : 
a. Perencanaan pajak (tax planning) 
b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 
c. Pengendalian pajak (tax control) 
 
2.3.1 Perencanaan Pajak 
Suandy (2008:7), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam 
manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian 
terhadap peraturan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan 
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pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax 
planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan 
kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih 
memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan 
perpajakan (unlawful). 
Secara umum perencanaan pajak (tax planning) dapat diartikan sebagai 
proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang 
pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada diposisi lebih 
rendah. Sepanjang hal tersebut memungkinkan baik oleh ketentuan maupun 
peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ada satu pun dalam undang-undang 
yang melarang seseorang untuk melakukan suatu manajemen pajak, yang 
bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. 
SedangkanZain (2007:67)menjelaskan : 
“Perencanaan pajak merupakan tindakan structural yang terkait dengan 
kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada 
pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya 
adalah bagaimana pengendalian tersebut dapt mengefisiensikan jumlah 
pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut 
penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal 
yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak 
dan bukan penyelundupan pajak.” 
 
Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak 
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda 
dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama 
dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya 
berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setalah pajak karena pajak 
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 
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Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak 
umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu : 
1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 
2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law) 
3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 
Menurut Suandy (2008:9) setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus 
diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak : 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak 
dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak 
merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mencancam 
keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 
2. Secara bisnis masuk akal, kerana perencanaan pajak merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) 
perusahaan, baik jangka penjang maupun jangka pendek. Oleh karena 
itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah 
perencanaan itu sendiri. 
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, 
faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. 
  
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 
Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang 
akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah 
selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun 
mataerial. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah 
memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak 
dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya 
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menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah 
menyimpang dari tujuan manajemen pajak. 
Suandy (2008:10) menjelaskan, untuk dapat mencapai manajemen pajak, 
ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami ketentuan 
peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi 
syarat. 
 
2.3.3 Pengendalian Pajak 
Menurut Suandy (2008:11), pengendalian pajak bertujuan untuk 
memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. 
Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran 
pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting 
dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada 
saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar 
lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah 
membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. 
 
2.3.4 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak 
Suandy (2008:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang 
terdiri atas : 
1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 
entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat 
dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal 
entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah 
bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang 
pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25% (dua 
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puluh lima persen), akan mengakibatkan pajak atas penghasilan 
perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh 
pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen 
kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 
25% (dua puluh lima persen). 
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah 
memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya 
untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak 
pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 26 Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Disamping itu juga 
diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, 
kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan 
memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah 
terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki 
potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka 
pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin 
untuk mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari 
penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 
Juni 1995. 
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 
berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan 
kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika 
diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan 
akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan 
membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang 
bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya 
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biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) 
dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk 
riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya 
perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang 
dapat dimanfaatkan. 
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 
sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling 
menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). 
Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk 
Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter 
corporate dividend) tidak dikenakan pajak. 
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang 
hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh 
manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari 
beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya 
sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) 
yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. 
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura 
dan kenikmatan (fringe benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk 
menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada 
dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) 
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang 
pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan 
pajak bagi pegawai yang menerimanya. 
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 
dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 
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metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 
perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata 
(average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi di banding 
dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga 
pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor 
menjadi lebih kecil. 
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna 
usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung 
karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan 
pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, 
aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui 
penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung. 
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 
cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat 
(saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat 
mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada 
awalawal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul 
kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang 
memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan 
dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 
transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha 
yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh 
pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal 
mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian 
natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. 
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11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak 
harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang 
dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar 
dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan 
yang bergerak di bidang penyaluran ”Migas”, tetapi bila pembeliannya 
dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh 
pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini 
lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan 
yang dapat diperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pajak 
yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai 
jumlah yang dikenakan tarif 30%). 
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 
Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan 
menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang 
diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat 
menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. 
Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994). 
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat 
Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang : 
a. SPT lebih bayar 
b. SPT rugi 
c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 
d. Terdapat informasi pelanggaran 
e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak 
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f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara : 
1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran 
masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila 
diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan 
pembayaran pajak. 
2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor 
apabila perusahaan melakukan impor. 
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan 
dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
2.3.5 Tahapan Dalam Pembuatan Perencanaan Pajak 
Suandy (2008:14), menjelaskan bahwa seorang manajer dalam membuat 
suatu perencanaan pajak harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat 
local maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui 
berbagai urutan tahap-tahap berikut : 
1. Menganalisis informasi yang ada 
Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah 
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam 
suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus 
ditanggung.Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-
masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total 
pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang 
paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan 
besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain 
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diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan 
harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun 
eksternal yaitu: 
a. Fakta yang relevan 
Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin 
kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan 
perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar 
menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun 
eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat 
dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang 
mempunyai dampak dalam perpajakan. 
b. Faktor Pajak 
Dalam menganalis setiap permasalahan yang dihadapi dalam 
penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal 
yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap 
tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap 
fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang 
domestik maupun mancanegara. 
c. Faktor non Pajak lainnya 
Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam 
penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain: 
1) Masalah badan hukum 
Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada 
perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering 
dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk 
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pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi 
pembentukan dan pembubarannya. 
2) Masalah mata uang dan nilai tukar 
Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat 
internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak 
yang besar terhadap finansial suatu perusahaan. Nilai tukar mata 
uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha 
yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun 
revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi 
laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor atau 
impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. 
3) Masalah pengendalian devisa 
Sistem pengendalian devisa yang dimuat suatu negara menjadi 
bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara 
menganut pembahasan atau larangan untuk mengadakan 
pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun 
adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik uang dari 
luar tanpa adanya izin Bank Sentral atau Menteri Keuangan. 
Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan 
pertimbanagan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya 
atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi 
patokan dasar dalam mengambil keputusan. 
4) Masalah program intensif investasi 
Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu 
memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi 
atau pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif 
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inventasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman 
dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya 
pemberian bantuan dari pemerintah. 
5) Masalah faktor bukan pajak lainnya 
Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi 
yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, 
ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, 
bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan 
dalm penyusunan tax planning terutama berkaitan dengan 
pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau 
untuk keperluan lainnya. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak 
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan 
berikut ini: 
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 
Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara 
yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam 
hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan 
pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling 
menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis 
dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari 
suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum 
pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan 
minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal. 
b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau 
menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan 
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internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara 
dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda. 
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.Dalam banyak kasus, 
pertimbangan penghemaan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh 
pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun 
hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih 
negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang 
sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional 
sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan 
pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, 
penting sekali untuk mempertimbangkan. 
d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus 
dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau 
kombinasi dari semuanya itu. 
e. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas. 
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak 
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil 
dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 
perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi : 
a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan, 
b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan 
baik, 
c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal. 
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana 
pajakHasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak 
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tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan 
demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus 
sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan 
berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentu 
perencanaan pajak yang diinginan. Kadang suatu rencana harus diubah 
mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun 
diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat 
kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, 
rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena begaimanapun juga 
kerugian yan ditanggung merupakan kerugian minimal. 
5. Melahirkan rencana pajak. 
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 
berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan 
yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara 
dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak 
terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan 
perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun 
aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari 
suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana 
dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian 
terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi 
saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang 
merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan 
mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang 
potensial. 
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2.3.6 Strategi Dalam Perencanaan Pajak 
Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib 
pajakuntuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu : 
1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban 
pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau 
badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. 
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah 
pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. 
3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan 
dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 
4. Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan menlanggar ketentuan 
peraturan perpajakan. 
5. Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan 
yang ada. 
 
2.3.7 Pemilihan Metode Akuntansi 
Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode 
penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode 
penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan 
saldomenurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus 
mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba 
perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan 
metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan 
yang besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaliknya, jika 
diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba 
yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode 
penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. 
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1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan 
Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPh 
1984,bahwa pengeluaran untuk mendapatkanmanfaat, menagih dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui 
penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras 
dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam 
ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun 
pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif 
penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum 
penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk 
akuntansi. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan 
harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan 
seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis 
masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.Menurut Undang-
Undang PPh 1984 pasal 11 ayat (3), penyusutan dimulai pada bulan 
dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses 
pengerjaan, penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta 
tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak 
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 
pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Dalam Undang-
Undang PPh 1984 pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang 
memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu 
menjadi duagolongan : 
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Table 2.2 Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap 
 
Kelompok Harta 
Berwujud 
 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan 
Metode Garis 
Lurus 
Metode Saldo 
Menurun 
Bukan Bangunan 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
 
Bangunan 
Permanen 
Tidak Permanen 
 
4 tahun 
8 tahun 
16 tahun 
20 tahun 
 
 
20 tahun 
10 tahun 
 
25% 
12,5% 
6,25% 
5% 
 
 
5% 
10% 
 
50% 
25% 
12,5% 
10% 
 
2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam standar akuntansi 
keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 
16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, PSAK Nomor 17 tentang 
Akuntansi Penyusutan. Aset tetap adalah asset berwujud yang : 
a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaanbarang atau 
jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atauuntuk tujuan administrasi 
b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2007:16) 
dijelaskan bahwapenyusutan adalah setiap bagian dari asset tetap yang memiliki 
biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh asset 
harus disusutkan secara terpisah. 
Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut siap 
untuk digunakakan, yaitu pada saat tersebut siap untuk digunakan sesuai 
dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu asset 
dihentikan lebih awal ketika: 
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1. Asset tersebut diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual atau 
asset tersebut termasuk dalam kelompok asset yang tidak dipergunakan 
lagi dan diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual 
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu :  
a. Dilepaskan 
b. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari 
penggunaan atau pelepasanya. 
Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat asset tersebut tidak 
dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis 
disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah 
usage method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan 
menjadi nol bila tidak ada produlsinya. (PSAK ; 16, Revisi 2007). 
 
2.3.8 Koreksi Fiskal 
Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal perhitungan pajak yang 
diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan 
umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. 
Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan 
standar akuntansi yang lazim. 
Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika 
menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak 
dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat 
memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan 
atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara 
khusus pada ketentuan perpajakan. 
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Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya 
apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak 
berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat 
sulitdilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan 
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.  
Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan 
pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki 
pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah 
menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. 
Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.  
Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh 
perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi 
fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula 
ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar AKuntansi Keuangan 
(SAK). 
Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam 
hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan 
secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 
pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan 
Kena Pajak.  
Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui 
dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.  
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Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa :  
1. Beda Tetap 
Terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak 
sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara  
komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi 
dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan 
biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian 
merupakan biaya. 
2. Beda Waktu 
Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 
akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.  
Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak 
yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat 
berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi 
yang berupa :  
1. Koreksi Positif 
Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara 
komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang 
akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. 
Jenis koreksi fiskal positif antara lain : 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
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b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota. 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali : 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan 
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 
opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak 
piutang. 
2)  Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan 
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaranaan Jaminan 
Sosial. 
3) Cadangan penjamin untuk lembaga penjamin simpanan. 
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 
6) Cadangan biaya penutupan dan biaya pemeliharaan temnpat 
pembuangan limbah industri untuk usaha pengelohan limbah 
industri. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi Dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 
tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan bentuk kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat (3) hurf a dan b, kecuali 
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i 
sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil 
zakaty atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 
yang ketentuannya diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
h. Pajak Penghasilan. 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yyang modalnya tidak terbagi atas saham. 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkanaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
l. Persediaan yang jumlahnya melebihi berdasarkan metode 
perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang 
PPh 1984. 
m. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode 
perhitungan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh 
1984. 
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n. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya. 
2. Koreksi Negatif 
Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang 
akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. 
Jenis koreksi fiskal negatif antara lain : 
a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final antara lain : 
1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, 
bunga obliglasi, dan \surat utang negara, dan bunga simpanan 
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 
pribadi. 
2) Penghasilan berupa hadiah undian 
3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, 
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi 
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada 
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 
ventura. 
4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah 
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, 
dan persewaan tanah dan/atau bangunan. 
5) Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam 
kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013. 
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain : 
1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 
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disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat 
yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 
berhak, yang ketentuannya dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
3) Warisan. 
4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 
jasa yang diterima atau yang diperoleh dalam bentuk natura 
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali 
yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 
dikenakan secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 
norma perhitungan khusus (deemed profit). 
45 
 
6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi Dwiguna, asuransi beasiswa. 
7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan 
Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari 
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
- Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 
kepemilikan saham pada badan yang memeriksa dividen 
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
modal yang disetor. 
8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, bagi yang 
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.  
9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang 
tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 
10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 
perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 
11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal 
ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan 
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dan menjalankan usaha atau kegiatan di Inonesia, dengan syarat 
badan pasangan usaha tersebut : 
- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri  Keuangan. 
- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga 
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau 
penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 
4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Keuangan. 
14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
15) Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode 
perhitungan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh 
1984. 
16) Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode 
perhitungan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh 
1984. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif komparatif yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-
data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan 
perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan 
pajak yang optimal menurut Undang-Undang PPh 1984. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Makassar yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Makassar, Sulawesi Selatan.  
 
3.3 Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data kualitatif, yaitu data non-angka yang diperoleh dari perusahaan 
dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah 
terbentuknya PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar, struktur organisasi 
dan kebijakan perusahaan. 
2. Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang berhubungan 
dengan masalah yang akan diteliti. 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung dan 
mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan 
untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis 
perusahaan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, 
data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung dengan 
pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan 
masalah penelitian yang akan dibahas. 
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 
masalah penelitian yang akan dibahas. 
3. Tinjauan Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, serta bacaan lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian.  
 
3.5 Metode Analisis 
Menurut Sugiyono (2004:169) analisis deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 
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Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. 
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua 
atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 
pemikiran tertentu. Menurut Nazir (2005:58) penelitian kompratif adalah sejenis 
penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 
sebab-akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya ataupun 
munculnya suatu fenomena tertentu. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif komparatif yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data 
laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan 
perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan 
pajak yang optimal menurut Undang-Undang PPh 1984. 
 
 50 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Perusahaan 
Pendirian PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tidak terlepas dengan 
sejarah mengenai kebijakan system pengelolaan pelabuhan laut di Indonesia. 
Sebelum tahun 1983 pengelolaan pelabuhan laut yang diusahakan dilaksanakan 
oleh 8 (delapan) Badan Usaha berbentuk Perusahaan Negara yaitu PN. 
Pelabuhan I – VIII. 
Pada tahun 1983 sejalan dengan kebijakan tatanan kepelabuhanan 
nasional yaitu pemerintah menetapkan adanya 4 (empat) pintu gerbang 
perdagangan luar negeri nasional, maka dilakukan merger 8 Badan Usaha PN. 
Pelabuhan menjadi 4 (empat) Badan Usaha yang berstatus Perusahaan Umum 
(Perum), salah satu diantaranya adalah Perum Pelabuhan IV. 
Perum Pelabuhan IV merupakan hasil merger PN. Pelabuhan V 
(sebagian), VI, VII, dan VIII, ditambah dengan 6 (enam) pelabuhan yang tidak 
diusahakan di Propinsi Irian Jaya, yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1983 yo PP. No. 7 Tahun 1985. Selanjutnya pada 
tahun 1992, berdasarkan PP. 59 tahun 1991 status Badan Usaha Perum 
dialihkan menjadi Persero yaitu menjadi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
yang dikuatkan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang pengesahannya 
melalui Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 7 tanggal 1 Desember 1992. 
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4.1.2 Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perseroan 
1. Visi 
Menjadi perusahaan jasa kepelabuhanan berstandar internasional 
yang mandiri, sehat dan menjamin kesinambungan system 
transportasi nasional. 
2. Misi 
a. Mengembangkan usaha yang dapat memberikan keuntungan 
optimal bagi pemegang saham ; 
b. Mendorong percepatan pengembangan wilayah Pelindo IV ; 
c. Memberikan pelayanan jasa yang berkualitas, tepat waktu dengan 
tariff yang layak ; 
d. Mengambangkan kompetensi, komitemen dan meningkatkan 
kesejahteraan Sumber Daya Manusia. 
3. Nilai Perusahaan 
a. Profesionalisme 
b. Kerjasama Tim 
c. Kreativitas 
d. Kejujuran 
e. Integritas 
f. Inovatif 
g. Keterbukaan 
4. Budaya Perseroan 
Budaya Perseroan adalah tata nilai yang dipahami dan 
diterapkan oleh seluruh Insan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) dalam menjalankan tugas dan profesinya serta interaksi 
keseharian. 
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Perseroan mempunyai keyakinan, sebagai Perseroan yang 
memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan, akan berusaha menjaga 
kualitas pelayanan dan perlu senantiasa mengembangkan sikap 
mental, perilaku, serta pola piker yang inovatif dan kreatif sesuai 
dengan budaya Perseroan. 
Nilai-nilai dan Budaya Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) yaitu : 
a. Sejarah 
b. Adat Budaya 
c. Profesionalisme 
d. Lingkungan Hidup 
e. Kerjasama 
f. Kejujuran 
g. Keterbukaan 
h. Disiplin 
i. Dedikasi 
j. Ikhlas 
k. Kreatif 
 
4.1.3 Struktur Organisasi 
Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 
penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan 
berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat 
suatu system kerja sama yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi 
tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 
telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. 
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a. Direksi 
Dalam Anggaran Dasar Perusahaan, tugas pokok dari Dewan Direksi 
adalah : 
1. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas. 
2. Menguasai, memlihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 
Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan dalam satu kesatuan yang 
diketahui oleh Direktur Utama. Setiap anggota Direksi, selain Direktur 
Utama, memimpin direktorat dan dibantu 3 Senior Manager yang 
mengkoordinir Sub Direktorat. 
b. Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha 
Mempunya tugas pokok menyiapkan dan melakukan pembinaan serta 
menyelanggarakan program pemasaran, merancang dan melaksanakan 
serta mengendalikan kegiatan pembangunan dan investasi, menetapkan, 
mengendalikan dan melaporkan pembinaan kegiatan kerja manajemen 
risiko serta menyiapkan rencana penerapan system manajemen mutu 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. Direktorat Keuangan 
Mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan pembinaan di 
bidang pengelolaan keuangan Perseroan meliputi akuntansi manajemen, 
perbendaharaan serta kemitraan dan bina lingkungan, dan akuntansi 
keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
d. Direktorat Personalia dan Umum 
Mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan pembinaan di 
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, administrasi SDM dan 
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organisasi, kesejahteraan, olah raga dan kesenian, hokum, 
kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor sesuai kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan. 
e. Direktorat Operasi 
Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pengendalian 
program-program pelayanan jasa kepelabuhanan serta merancang, 
menyelenggarakan, dan mengendalikan program pemeliharaan 
bangunan dan peralatan pelabuhan. 
1. Satuan Pengawasan Intern 
Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama 
dan membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris dalam 
menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan perusahaan 
yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang 
perekonomian nasional. Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh 
Kepala Satuan Pengawas  Intern. 
2. Biro Hukum 
Biro hokum mempunyai fungsi penyiapan, pembinaan dan 
penyelenggaraana aspek hukum yang meliputi peraturan dan 
perikatan perusahaan serta penelahaan dan penanganan masalah 
hukum. Kepala Biro Hukum dibantu oleh 2 (dua) Asisten Kepala Biro 
Hukum sebagai berikut : 
- Asisten Kepala Biro Hukum Bidang Peraturan dan Perikatan 
Perusahaan ; 
- Asisten Kepala Biro Hukum Bidang Penelahaan Hukum 
Penanganan Perkara. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut tentang struktur 
organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) : 
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
 
 
Sumber : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Kebijakan yang Diterapkan Perusahaan 
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai beberapa 
kebijakan dalam upaya meminimalkan beban pajak, antara lain : 
1. Dalam menjalankan usahanya PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
memiliki beberapa cabang yang masih dalam satu kesatuan hukum. 
2. Setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat 
laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat yang bertugas untuk 
membuat laporan keuangan konsolidasi, karena PPh Badan 
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ditanggung oleh Kantor Pusat, sementara kantor cabang hanya 
bertugas untuk mengurus administrasi kepegawaian, penggajian, dan 
pengurusan administrasi Pajak Penghasilan 21. 
3. Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan 
yang diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji 
karyawan. Selain itu karyawan diberi tunjangan makan dan 
transportasi dalam bentuk uang. 
4. Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian 
langsung terhadap aktiva tetap. 
5. Informasi tentang penghasilan perushaan yang dikenakan pajak 
disampaikan selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun 
pajak, biasanya 31 April tahun berikutnya. PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) membuat anggaran laporan keuangan per satu tahun 
sehingga besarnya penghasilan bersih sebelum pajak penghasilan 
yang harus dibayar sudah dapat diketahui. 
6. Biaya makan dan minum bagi karyawan diberikan dalam bentuk tunai 
dan dimasukkan dalam daftar gaji pegawai, sehingga menguntungkan 
bagi perusahaan dari segi penghematan pajaknya. 
 
4.2.2 Laporan Keuangan Perusahaan 
Ringkasan Laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang 
disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang 
terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan yang berhubungan 
dengan tahun buku 2013. 
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Tabel 4.1 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
 
PENDAPATAN   
Pendapatan Usaha           1,919,542,763,544  
Reduksi Pendapatan             (221,711,444,764) 
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih           1,697,831,318,780  
    
BEBAN USAHA   
Jumlah Beban Usaha           1,119,042,715,496  
LABA USAHA               578,788,603,284  
    
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih               (55,926,954,849) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN               522,861,648,435  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN               124,612,631,750  
PAJAK TANGGUHAN                     (434,748,887) 
LABA SETELAH PAJAK               398,683,765,572  
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 
 
Tabel 4.2 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2013 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
 
JUMLAH ASET LANCAR        915,151,221,289  
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR    2,722,834,367,431  
         JUMLAH ASET    3,637,985,588,720  
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK        527,711,237,337  
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG        466,770,515,743  
JUMLAH EKUITAS    2,643,503,835,639  
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS    3,637,985,588,719  
  Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 
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4.2.3 Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah dilakukannya 
koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perushaan. Koreksi fiskal dalam 
penentuan pajak penghasilan yaitu adanya perbedaan tetap dan perbedaan 
waktu yang menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung 
pajak berbeda. Oleh karena itu dasar penentuan PPh berbeda antara 
perusahaan dengan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang 
harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara perlu dilakukan koreksi fiskal 
terhadap perkiraan-perkiraan (akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik 
secara penghasilan maupun beban. 
 
4.2.4 Koreksi Fiskal 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), peneliti menemukan adanya 
perbedaan waktu, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik secara fiskal positif 
maupun koreksi fiskal negatif, berdasarkan keadaan tersebut makan perusahaan 
juga harus menyajikan pajak kini (current tax) dan alokasi pajak tangguhan 
(deferred tax). 
Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan, 
sehingga perhitungan pajak untuk periode 2013 : 
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Tabel 4.3 
Perhitungan SPT Tahunan Badan 
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Tahun Pajak 2013 
 
Laba Komersial            504,408,374,331  
Koreksi Fiskal Positif 
 
  
Biaya Bahan 
 
  
Biaya Bahan Medis 
 
                    65,431,300  
Biaya Bahan Bakar 
 
                  626,390,262  
Biaya Bahan Pelumas 
 
                    98,778,913  
Biaya Air 
 
                  219,198,481  
Biaya Listrik 
 
                  164,860,457  
Biaya Telepon 
 
                    38,602,095  
Biaya Obat-obatan 
 
                      1,987,000  
Biaya Bahan Makanan 
 
                  575,405,665  
Biaya Bahan Lainnya 
 
                    76,807,711  
JUMLAH 
 
              1,867,461,884  
Biaya Pemeliharaan 
 
  
Biaya Pemeliharaan Bangunan fas. Pelabuhan                   149,883,381  
Biaya Pemeliharaan Kendaraan 
 
                    25,118,334  
Biaya Pemeliharaan Emplesmen 
 
                  146,593,087  
JUMLAH 
 
                  321,594,802  
Biaya Penyusutan 
 
  
Biaya PenyusutanBangunan fas. 
Pelabuhan 
 
                  496,434,720  
Biaya Penyusutan Kendaraan 
 
                    68,735,813  
Biaya Penyusutan Emplesmen 
 
                    34,856,610  
JUMLAH 
 
                  600,027,143  
Biaya Asuransi 
 
  
Biaya Asuransi fas. Pelabuhan 
 
                      8,708,362  
Biaya Asuransi Kendaraan 
 
                    11,962,287  
Biaya Asuransi Lainnya 
 
                  743,221,364  
JUMLAH 
 
                  763,892,013  
Biaya Administrasi Kantor 
 
  
Biaya Surat Kabar, Majalah dan 
Buletin 
 
                  464,189,683  
Biaya Rumah Tangga 
 
                  335,182,621  
Biaya Rapat dan Jamuan Makan 
 
                  462,922,954  
Biaya Administrasi Lainnya 
 
                  334,509,933  
JUMLAH 
 
              1,596,805,191  
Biaya Umum 
 
  
Biaya Penyisihan Piutang 
 
  
Biaya Keamanan Pelabuhan 
 
                  156,155,577  
Biaya Promosi 
 
                  151,454,471  
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Biaya Klaim 
 
                  148,173,230  
Biaya PBB 
 
                    91,082,072  
Biaya Kendaraan 
 
                    15,310,209  
Biaya Olahraga dan Kesenian 
 
              3,830,955,357  
Biaya Pakaian Dinas 
 
                    35,888,604  
Biaya Bantuan Sosial 
 
              4,807,684,118  
Biaya Perawatan Kesehatan 
 
            16,690,937,295  
Biaya Penghapusan Aktiva 
 
                                        -  
Biaya Pemasaran 
 
                  908,266,367  
Biaya Pemeriksaan Laporan 
Tahunan 
 
                  648,299,973  
Biaya Penanganan Kasus 
 
              1,695,113,977  
Denda Pajak 
 
                                        -  
Biaya Umum Lainnya 
 
                  517,486,857  
Biaya atas Penghasilan Final 
 
                  770,463,187  
JUMLAH 
 
            30,467,271,294  
Biaya Sewa 
 
  
Biaya Sewa Lainnya 
 
                  446,764,448  
Biaya Sewa Kendaraan 
 
                    96,491,293  
JUMLAH 
 
                  543,255,741  
Biaya diluar Usaha Lainnya 
 
  
Biaya Administrasi Bank 
 
                  517,633,186  
Biaya diluar Usaha Lainnya 
 
              1,600,276,804  
JUMLAH 
 
              2,117,909,990  
JUMLAH KOREKSI POSITIF 
 
            38,278,218,058  
Koreksi Fiskal Negatif 
 
  
Pendapatan yang telah dikenakan 
PPh Final 
 
  
Jasa Giro / Bank 
 
              1,210,800,183  
Pendapatan Deposito 
 
            20,494,505,577  
Penjualan atas Aktiva Tetap 
 
                    13,000,000  
Pendapatan Bunga Obligasi 
 
                                        -  
Pendapatan Agio Saham 
 
              5,369,500,000  
Pendapatan Dana Reksa 
 
                                        -  
Sewa Tanah dan Bangunan 
 
            15,409,263,742  
JUMLAH KOREKSI NEGATIF 
 
            42,497,069,502  
Penghasilan Setelah Koreksi 
Fiskal 
 
         500,189,522,887  
Beda Waktu 
 
  
Penyisihan Piutang 
 
              6,789,287,621  
Biaya Penyusutan dan Amortisasi 
 
  
Penyusutan dan Amortisasi menurut Komersial   
1. Penyusutan    111,105,758,686    
2. Amortisasi         8,384,833,068    
     119,490,591,754    
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Penyusutan dan Amortisasi 
menurut Fiskal    137,151,068,551    
1. Penyusutan         4,810,513,300    
2. Amortisasi    141,961,581,851    
Selisih Penyusutan dan Amortisasi 
 
         (22,470,990,097) 
Selisih Beban Bonus 
 
  
Realisasi Bonus 2012    (52,193,776,757)   
Beban Bonus 2013      58,753,604,000                6,559,827,243  
Selisih Beban Imbalan Pasca 
Kerja 
 
  
Realisasi Imbalan Pasca Kerja 
Tahun 2013      (5,865,000,550)   
Cadangan Imbalan Pasca Kerja 
Tahun 2013      13,247,880,237                7,382,879,687  
JUMLAH BEDA WAKTU 
 
            (1,738,995,546) 
LABA KENA PAJAK 
 
         498,450,527,341  
Pajak Penghasilan terutang sesuai UU PPh Pasal 17   
25% × Rp 498,450,527,000 
 
         124,612,631,750  
  
 
  
Kredit Pajak 
 
  
PPh Pasal 22 
 
                    10,722,870  
PPh Pasal 23 
 
                  751,089,586  
PPh Pasal 25 
 
         102,405,168,944  
JUMLAH KREDIT PAJAK 
 
         103,166,981,400  
PPh Yang Masih Harus Dibayar 
 
            21,445,650,350  
Perhitungan Pajak Tangguhan 
25% ×       (1,738,995,546)          (434,748,886.50) 
Sumber: SPT Badan Perusahaan 
 
4.2.5 Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) 
Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) dimulai dari upaya perushaan dari optimalisasi sumber daya yang 
dimiliki, pada kasus ini optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber 
daya keuangan khususnya dibidang perpajakan. Pada akhir tahun perusahaan 
menyusun Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan, kemudian dibandingkan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan 
membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal, dan 
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akan terbentuk rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal dari 
Wajib Pajak dan akhirnya menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang 
digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. 
Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan 
efisien, khususnya dibilang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen 
perpajakan yang baik dan benar, oleh karena itu perencanaan pajak (tax 
planning) sangat penting bagi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)   
 
4.2.6 Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) 
Dari data yang diperoleh dari perushaan dapat dilihat laba tahun berjalan 
sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 
504.408.374.331 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal 
diperoleh jumlah laba sebesar Rp 498.450.527.342. 
Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning), manajer terlebih 
dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan 
pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban 
perpajakan perusahaan secara lengkap, benar atau tepat waktu. Adapun 
penerapan perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh PT Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero), sebagai berikut : 
1. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang. 
a. Tunjangan makan/minum 
Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan 
beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan 
minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi 
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karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan 
bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian 
dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 
21 terutang. 
Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf E UU Pajak 
Penghasilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak 
dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan 
minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum 
bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan. 
Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang 
terutang. 
Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam pembiayaan pemberian 
makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang 
kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan 
apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan 
memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi 
karyawan, sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka 
tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi 
karyawan. 
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memberikan tunjangan makan 
dalam bentuk uang yang dimasukkan dalam daftar gaj karyawan, biaya 
makan dan minum yang dialokasikan adalah sebesar Rp 575.405.665. 
Jumlah ini bagi perushaan dicatat sebagai beban dan oleh karyawan 
merupakan tambahan penghasilan dan masuk dalam Penghasilan Kena 
Pajak. Berbeda ketika perusahaan mengalihkan tunjangan makan 
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tersebut menjadi natura (berupa uang makan dan minum bersama di 
kantor). Perlakuannya bagi perusahaan tetap bisa dijadikan sebagai 
beban, tetapi ini lebih menguntungkan karyawan karena tidak menjadi 
Penghasilan Kena Pajak. 
b. Tunjangan transport (bahan bakar dan pelumas) 
Perusahaan tidak memberikan tunjangan untuk biaya bahan bakar 
dan pelumas tetapi perusahaan memberikan dalam bentuk voucher. 
Dengan demikian biaya bahan bakar dan pelumas diakui sebagai 
penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sebagaimana telah 
diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf d, pergantian imbalan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek 
pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau 
imbalan dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dibebankan 
sebagai biaya bagi pekerja. Namun dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan, pemberian natura kenikmatan berikut ini dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan merupakan 
penghasilan pegawai yang menerimanya : 
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan 
yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di 
daerah tersebut dalam rangka menunjang keberhasilan 
pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. 
2. Pemilihan Metode Akuntansi (Penyusutan) 
Ada dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam 
Undang-Undang Perpajakan, yaitu metode garis lurus (straight line 
method) dan metode saldo menurun (double declining method). Dan 
perusahaan saat ini menggunakan metode garis lurus. 
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Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang 
diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu dalam 
penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi 
terhadap biaya penyusutan. 
Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai 
kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan 
masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan 
kepentingan. Namun demikian, apabila yang menjadi dasar perbandingan 
adalah faktor komersial, kedua metode akan berbeda jika dinilai secara 
future value. Mana yang dipilih dari kedua metode menyusutan tersebut, 
antara kebijakan fiskal dan kebijakan perusahaan yang bertentangan. Di 
satu pihak diinginkan laba yang tinggi tetapi dipihak lain dengan adanya 
laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi. 
 
4.2.7 Koreksi Fiskal setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Berikut adalah koreksi fiskal setelah dilakukan Perencanaan Pajak (Tax 
Planning) : 
Laba Komersial     504,408,374,331  
Laba Kena Pajak     498,450,527,341  
Tunjangan Bahan     
Tunjangan Bahan Bakar         (626,390,262)   
Tunjangan Bahan Pelumas            (98,778,913)   
Tunjangan Bahan Makanan         (575,405,665)   
JUMLAH     (1,300,574,840) 
Laba Kena Pajak (setelah koreksi 
fiskal)     497,149,952,501  
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17     124,287,488,125  
25% × Rp 486,815,815,899     
Sumber: Data Perusahaan yang telah Diolah 
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4.2.8 Laba Rugi Fiskal setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
 
URAIAN TAHUN 2013 
PENDAPATAN   
Pendapatan Usaha    1,919,542,763,544  
Reduksi Pendapatan      (221,711,444,764) 
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih    1,697,831,318,780  
    
BEBAN USAHA   
Jumlah Beban Usaha    1,119,042,715,496  
Laba Sebelum Pajak Penghasilan        504,408,374,331  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN        124,287,488,125   
PAJAK TANGGUHAN                434,748,887  
Laba Setelah Pajak        379,686,137,319  
         Sumber: Data Perusahaan yang telah Diolah 
 
1. Sebelum Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
PPh terutang tahun 2013 : 
25% × Rp 498,450,527,341 = Rp 124,612,631,835 
Manfaat (beban) pajak tangguhan : 
25% × Rp 1,738,995,546 = Rp 434,748,887 
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 124,177,882,949 
Sebelum dilakukan perencanaan pajak (tax planning), laba bersih setelah 
pajak : 
Laba Bersih Komersial : Rp   504,408,374,331 
Pajak Penghasilan  : Rp  (124,177,882,949) 
Laba Setelah Pajak  : Rp   380,230,491,382 
 
2. Setelah dilakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
PPh terutang tahun 2013 : 
25% × Rp 497,149,952,501 = Rp 124,287,488,125 
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Manfaat (beban) pajak tangguhan : 
25% × Rp 1,738,995,546 = Rp 434,748,887 
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 123,852,739,238 
Setelah dilakukan perencaan pajak (tax planning), laba bersih setelah 
pajak : 
Laba Bersih Komersial : Rp   504,408,374,331 
Pajak Penghasilan  : Rp  (123,852,739,239) 
Laba Setelah Pajak  : Rp   380,555,635,093 
Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya 
perencanaan pajak (tax planning) adalah sebesar Rp 325,143,711. Laba bersih 
komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh persahaan setelah 
dipotong pajak penghasilan yaitu sebesar Rp 380,230,491,382. 
Penghematan ini dapat terjadi karena ada pos yang dialihkan sebagai 
tunjangan, seperti tunjangan bahan bakar, tunjangan bahan pelumas, dan 
tunjangan bahan makanan. Sehingga biaya-biaya tersebut telah dikoreksi 
sebesar Rp 1,300,574,840 mengakibatkan PPh badan perusahaan berkurang. 
Selama tahun 2013 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 
kewajiban PPh pasal 22, 23, dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang 
dihitung berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya. 
Tabel 4.4 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
(Sebelum Tax Planning) 
Keterangan 2013 
 Penghasilan Kena Pajak  Rp 498,450,527,341  
 PPh Terutang (25%)  Rp 124,612,631,835  
 Kredit Pajak :    
 PPh Pasal 22,23, dan 25   Rp 103,166,981,400  
 PPh terutang tahun 2013     Rp   21,445,650,435  
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 Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila wajib pajak 
menerapkan perencanaan pajak (tax planning) secara efektif berdasarkan 
Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan 
pajak yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan. 
Tabel 4.5 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
(Setelah Tax Planning) 
 Keterangan  2013  
 Penghasilan Kena Pajak     Rp 497,149,952,501  
 PPh Terutang (25%)     Rp 124,287,488,125  
 Kredit Pajak :    
 PPh Pasal 22,23, dan 25     Rp 103,166,981,400  
 PPh terutang tahun 2013     Rp   21,120,506,725  
 
 Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang 
menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2013 sebesar Rp 124,287,488,125 
secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan, yang mana 
PPh terutang perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak (tax 
planning) sebesar Rp 21,445,650,435 turun menjadi Rp 21,120,506,725 
sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi atau penghematan pajak 
sebesar Rp 325,143,711. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dengan dilakukakannya perencanaan pajak (tax planning) oleh PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk meminimalkan beban pajak 
penghasilan, perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan : 
1. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan perpajakan dalam 
menetapkan penghasilan kena pajaknya, sesuai dengan koreksi fiskal 
terhadap laporan keuangan komersial perusahaan. 
2. Perusahaan telah menempuh opsi fiskal yang menghasilkan 
penghematan pajak, namun masih terdapat opsi fiskal yang belum 
ditempuh  perusahaan yang dapat lebih menghemat beban pajak 
penghasilannya. 
3. Perencaan pajak (tax planning) pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi 
penghematan pajak dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba. 
 
5.2 Saran 
Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 
saran agar perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh PT Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan undang-
undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga harus senantiasa mengikuti 
perkembangan undang-undang perpajakan ataupun isi-isu yang terkait dengan 
perpajakan. Serta perusahaan diharapkan dapat menerapkan beberapa opsi 
fiskal yang masih belum ditempuh perusahaan guna lebih menghemat beban 
pajak penghasilannya. 
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Dengan demikian diharapkan pula dengan adanya perencanaan pajak 
(tax planning) maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero) menjadi semakin baik. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang 
lebih baik lagi. Analisis perencanaan pajak (tax planning) ini terbatas pada 
Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013. 
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LAMPIRAN 2 
 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
  PENDAPATAN  
Pendapatan Usaha         1,919,542,763,544  
Reduksi Pendapatan          (221,711,444,764) 
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih         1,697,831,318,780  
    
BEBAN USAHA   
Pegawai             230,485,992,531  
Bahan             189,188,377,585  
Umum             185,069,366,911  
Sewa             237,803,028,873  
Pemeliharaan             127,219,808,871  
Penyusutan dan Amortisasi             120,197,983,571  
Administrasi Kantor               18,744,020,552  
Asuransi               10,334,136,602  
 Beban Usaha          1,119,042,715,496  
LABA USAHA             578,788,603,284  
    
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   
Pendapatan Lain-lain               91,283,546,647  
Beban Lain-lain          (147,210,501,496) 
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih             (55,926,954,849) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN             522,861,648,435  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN             124,612,631,750  
PAJAK TANGGUHAN                   (434,748,887) 
LABA SETELAH PAJAK             398,683,765,572  
  Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 
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Lampiran 3 
 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2013 
(Dinyatakan dalam Rupiah) 
  ASET   
ASET LANCAR   
Kas dan Setara Kas        790,829,058,261  
Investasi Jangka Pendek             2,410,000,000  
Piutang Usaha          67,845,715,167  
Piutang Lain-lain             9,875,963,543  
Persediaan             7,479,092,957  
Pajak Dibayar Dimuka          20,379,481,238  
Uang Muka          10,615,274,116  
Biaya Dibayar Dimuka             5,716,636,006  
Jumlah Aset Lancar        915,151,221,288  
    
ASET TIDAK LANCAR   
Investasi Jangka Panjang          18,750,000,000  
Properti Investasi             9,179,393,039  
Aset Tetap    2,626,023,138,601  
Aset Tak Berwujud             1,637,331,312  
Beban Tangguhan          63,378,455,124  
Aset Tidak Lancar Lainnya             3,866,049,355  
Jumlah Aset Tidak Lancar    2,722,834,367,431  
JUMLAH ASET    3,637,985,588,719  
    
LIABILITAS   
LIABILITAS JANGKA PENDEK   
Utang Usaha          88,057,008,451  
Utang Lain-lain          24,077,429,894  
Uang Persekot          16,554,395,229  
Uang Titipan          17,987,511,816  
Biaya yang Masih Harus Dibayar        111,235,498,173  
Utang Pajak          67,085,805,038  
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang   
Utang Bank        191,970,000,000  
Utang Sewa Pembiayaan                466,738,588  
Pendapatan Diterima Dimuka             1,495,044,880  
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Liabilitas Imbalan Kerja             5,707,634,306  
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya             3,074,170,962  
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek        527,711,237,337  
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG   
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi bagian yang 
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun :   
Utang Bank        346,418,838,285  
Utang Sewa Pembiayaan                181,300,000  
Pendapatan Diterima Dimuka          20,291,437,747  
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja          45,584,744,747  
Utang Jaminan          13,923,429,998  
Liabilitas Pajak Tangguhan          40,370,764,966  
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang        466,770,515,743  
    
EKUITAS   
Modal Saham        603,149,000,000  
Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)        308,982,603,896  
Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya 
(BPYBDS)        199,952,304,000  
Modal Lainnya             1,466,121,492  
Laba (Rugi) Efek Tersedia untuk Dijual yang Belum 
Direalisasi          (6,424,575,000) 
Saldo Laba   
Telah Ditentukan Penggunaannya    1,146,048,647,811  
Belum Ditentukan Penggunaannya        382,159,998,235  
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas 
Pemilik Induk    2,635,334,100,434  
Kepentingan Non Pengendali             8,169,735,205  
Jumlah Ekuitas    2,643,503,835,639  
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS    3,637,985,588,719  
  Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 4 
  
Laba Rugi Komersil 
Koreksi Fiskal 
Laba Rugi Fiskal 
Positif Negatif 
Pendapatan Usaha        1,919,542,763,544                    1,919,542,763,544  
Reduksi Pendapatan         (221,711,444,764)                   (221,711,444,764) 
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih        1,697,831,318,780                    1,697,831,318,780  
BEBAN USAHA  
Pegawai           230,485,992,531                                      -                     230,485,992,531  
Bahan           189,188,377,585            1,867,461,884    187,320,915,701  
Umum          185,069,366,911          30,467,271,294    154,602,095,617  
Sewa           237,803,028,873                543,255,741                     237,259,773,132  
Pemeliharaan         127,219,808,871                321,594,802                     126,898,214,069  
Penyusutan dan Amortisasi           120,197,983,571                600,027,143                     119,597,956,428  
Administrasi Kantor             18,744,020,552            1,596,805,191                       17,147,215,361  
Asuransi 10,334,136,602                763,892,013                        9,570,244,589  
Jumlah Beban Usaha       1,119,042,715,496                    1,082,882,407,428  
LABA USAHA      578,788,603,284                       614,948,911,352  
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN  
Pendapatan Lain-lain 91,283,546,647                        91,283,546,647  
Beban Lain-lain         (147,210,501,496)           2,117,909,990                  (149,328,411,486) 
Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final                                     -     (42,497,069,502)                (42,497,069,502) 
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih           (55,926,954,849)                  (100,541,934,341) 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan          522,861,648,435                       514,406,977,011  
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